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BUPATI BARITO SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN 

 

NOMOR         TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BARITO SELATAN  TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BARITO SELATAN 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1).d Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 
Daerah mengajukan Paraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama; 

    

  b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam kebijakan umum 
APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati 
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Sebagaimana 
Persetujuan Bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan 
Tahun Anggaran 2017 Nomor :       /806/Bapp/2017 dan DPRD Nomor 
: 170/     /DPRD/2016 Tahun 2016  tanggal 14 Nopember 2016; 

    
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan 

huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Barito Selatan. 

    
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomr 1820); 
 

  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369); 
 

  3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 

 

  4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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  5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4389); 
 

  8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasionaln (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

  10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 
 

  12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
 

  13 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540); 
 

  14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
 

  15 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 
 

  16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 



Alamat. Jl. Pelita No. 305 F BUNTOK 73711 KALIMANTAN TENGAH 
Telepon (0525) 21001, Faximille (0525) 21500 

3 

 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 
  18. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penynelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 874); 
 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18). 
 

  Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BARITO SELATAN 

dan 
BUPATI BARITO SELATAN 

 
MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 
 

   
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai 
berikut : 

  1. Pendapatan Daerah Rp. 930.580.061.842,07   
  2. Belanja Daerah Rp. 929.523.367.325,19   
    Surplus/(Defisit) Rp. (1.056.694.516,88) 
       
  3. Pembiayaan Daerah 
  a. Penerimaan Rp. 40.787.737.700,00   
  b. Pengeluaran Rp. 5.878.000.000,00   
    Pembiayaan Netto Rp. 34.909.737.700,00 
     

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 
berkenaan  

 
Rp. 

 
35.966.432.216,88 

 
Pasal 2 

 
  1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
   a. Pendapatan Asli Daerah ........................ Rp. 55.609.547.780,00 
   b. Dana Perimbangan ................................ Rp. 780.496.433.303,00 
   c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.. Rp. 94.474.080.759,07 

 
  2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan : 
  a. Pajak Daerah ........................................... Rp. 17.397.454.060,00  
  b. Retribusi Daerah ...................................... Rp. 5.427.131.002,00  
  c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan ....................................... 
 
Rp. 

 
5.253.635.144,81  

  d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang 
sah ........................................................... 

 
Rp. 

 
27.531.327.573,19  

 
  3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis pendapatan : 
  a. Dana Transfer Umum .............................. Rp. 56.479.483.303,00 
  b. Dana Alokasi Umum ................................ Rp. 583.667.676.000,00  
  c. Dana Transfer Khusus ............................. Rp. 67.490.000.000,00  
  d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik ............. Rp. 72.859.274.000,00  

 

  4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

  a. Hibah Pihak Ketiga Rp. 500.000.000,00  
  b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 
 
Rp. 

 
22.909.564.472,07  

  c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 69.302.851.000,00  
  d. Pendapatan lainnya Rp. 1.761.665.287,00  

 
Pasal 3 

 
  1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
  a. Belanja Tidak Langsung .......................... Rp. 611.103.081.875,19 
  b. Belanja Langsung .................................... Rp. 318.420.285.450,00 
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  2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja : 
  a. Belanja Pegawai ...................................... Rp. 453.553.200.624,75 
  b. Belanja Bunga ......................................... Rp. 0,00 
  c. Belanja Subsidi ........................................ Rp. 1.000.000.000,00 
  d. Belanja Hibah .......................................... Rp. 25.634.000.000,00 
  e. Belanja Bantuan Sosial ........................... Rp. 6.000.000.000,00  
  f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 

Kabupaten/ Kota, Pem.Desa ................... 
Rp. 2.282.458.506,20  

  g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pem.Desa ...... 

Rp. 121.633.422.744,24  

  h. Belanja Tidak Terduga ............................. Rp. 1.000.000.000,00  
 
  3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis belanja : 
  a. Belanja Pegawai ..................................... Rp. 47.068.670.200,00 
  b. Belanja Barang dan Jasa ...................... Rp. 163.533.243.781,00 
  c. Belanja Modal ......................................... Rp. 107.818.371.469,00 

 
Pasal 4 

 
  1. Pembiayaan  Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri 

dari : 
  a. Penerimaan ............................................ Rp. 40.787.737.700,00 
  b. Pengeluaran ........................................... Rp. 5.878.000.000,00 

 
  2. Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis Pembiayaan : 
  a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya .... Rp. 40.787.737.700,00 
  b. Penerimaan Pinjaman Daerah .............. Rp. 0,00 

 
  3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis Pembiayaan : 
  a. Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah ................................ 
 
Rp. 

 
5.578.000.000,00  

 
Pasal 5 

 
  Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
  

  1. Lampiran I   Ringkasan APBD; 
 

  2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi SKPD; 
 

  3. Lampiran III   Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan. 
 

  4. Lampiran IV   Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 
Kegiatan: 
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  5. Lampiran V   Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 
 

  6. Lampiran VI   Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan 
dan Per Jabatan; 
 

  7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
 

  8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
 

  9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Daerah; 
 

  10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 
Aset Lainnya; 
 

  11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 
 

  12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
 

  13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 
 

 
  Pasal 6 

 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
Landasan Operasional Pelaksanaan APBD. 

 
 

  Pasal 7 
 
1. Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya. 
2. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak 
terduga. 

3. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. Bukan merupakan kegaiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya. 
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang 
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan memiliki 

dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 
yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
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  Pasal 8 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Selatan 
 

 
 

 
Ditetapkan di Buntok 
Pada tanggal        Desember 2016 
 
Pj. BUPATI BARITO SELATAN 

 
 
 
 
 

MUGENI 
 

 
Diundangkan di Buntok 
Pada tanggal         Desember 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO SELATAN 

 
 
 
 

EDI  KRISTIANTO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014 NOMOR :.....     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


